
PROVINSi NUSATENGGARA&

PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONGROYONG

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

Menimbang : a.

b.

C.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa nutuk mempercepat terwujudnya inovasi daerah

dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong

(PDPGR) diperlukan upaya peningkatan kineŞa inovasi

penyelenggaraaan PDPGR dalam pelayanarı, pemberdayaan

dan pembangunarı di segala bidang secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu

kesatuan sistem Inovasi Daerah PDPGR;

bahwa Inovasi Daerah dalam PDPGR merupakan sarana

bagi pemerintah daerah dan masyarakat nutuk mendorong

terciptarıya penyelenggaraan PDPGR dalam pelayanan,

pemberdayaarı dan pembangunan daerah yang lebih

produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat

Remajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing

daerah secara berkelanjutan;

bahwa sesuai ketentuan pasal 30 C ayat (4) entang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 201ö

tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong,

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan

pembangunan daerah dalam PDPGR memerlukan inovasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diiTiaksud

pada huruf a, hurufb dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Program Daerah

Pemberdayaan Gotong.
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)YÏ
gytgingat: 1 • Pa561 18 à$à((6}Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesin Tnhun t945;

2. Undnng-UnclnngNomor 30 Tnhun 2003 tentang

PelT1be ltllkan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia

TahYlfl 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara

Republiklndonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Republik Indonesia NomOr 25 TahUf2

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun

2009Nomor: 112 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038J;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara22

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6123);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

199);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah

Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa BaratTahun 2021 Nomor l).
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PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI J3AEWH PROG

DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dale eFC£tljl" illi yang dimaksud dengan:

Daerah adaıa» Kabı2paten Sumbawa Barat Barat

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintaha
n oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pemban

denganp sip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatua2ı Republik Indonesia sebagaimana dimi3]£Sud data Undang-

Ufldang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

s. Pemerintah daeralı adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan ıırusan pemerintahanyang menjadi kewenangan

daerah otonomi.

4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutrıya disingkat SEKDA adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Barat.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenarıgan daerah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan

usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalalı profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjİan kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.

10. Jnovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penye1enggara

Pemerintahan Daerah.

11. Jnovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggar
f

Pemerintahan Daerah diKabupaten Sumbawa Barat.

12. Sistem Inovasi Daerah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yajqg

selanjutnya disingkat SIDa PDPGR adalah keseluruhan proses dalam suatu

sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi

pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga
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pendidikan, lembaga penunjajqg movasi, dunia usah££, dan masy Htd

daerah.

i3. Penilaian lnoVaSi Daerah
fd£t1£t]q prj3SeS penilai terhadap

semLla ben

'l°V£lS1 D£eï6hmengguTlakan i£ldikator indeks InovaSi Daerah-

14. Insentif Iï'lOVäSi Daerah PrÏ gram D£lerah Pemberdayaan °tO'lg

adalahiTlbalan yang diberikan oleh pemerintah S@.t

Daerahprovinsi, k£1biipatf'rn dan kota ynng 22j {Tlenuhi

kategori ki£lerj£ldnlom pemberinn insentif dacfii2h balk

maupun nonfiskal di bidang Inovasi Daerah.

15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya

SURtU Slumberinformasi yong dapat meningkatkan

Wawasan seseorang dibidang teknologi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal2

Royong

pepada Peeie t

lcriteri££ EUR
dan

d•i•m bentuk +S

disingitat IPTE
K dalä

pengetahuan
£ltäU]Q

Peraturan Bupati inibertujuan untuk:

a. memacu dan memotivasi Pemerintah Daerah/ SKPD, D PRD, Kecamatan,

Desa/Kelurahan, AGR Kecamatan, AGR Peliuk, organisasi

kemasyarakatan/ kelompok masyarakat, ivarga masyarakat dan para

pemangku kepentingan pembangunan lainnya di daerah untuk

meningkatkan Inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan PD PGR;

b. mendorong arah penyelenggaraan PDPGR sesuai dengan arah tujuan

pembangunan berkelanjutan, pembangunan nasional, dan pembangunan

daerah serta selaras dengan penerapan good poreoinnce;

C. meningkatkan prakarsa, kcsadaran dan partisipasi masyarakat untuk

melakukan Inovasi terhadap PDPGR ‹lan berpartisipasi aktif terhadap proses

inovasi yang sedang dilakukan olch Pemerintah Daerah dalam PDPGR;

d. meningkatkan kinerja dan inovasi penyelenggaraan PDPGR disegalä

bidang/urusan daerah dalam rangka mewujudkail kesejahteraan

masyarakat yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan larm

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada segal££

bidang/urusan daerah;

e. mewujudkan penyelenggaraan PDPGR yang inovatif, efektif dan efisien,

berkualitas berbasis pada gotong royong, ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintahan

daerah;
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eIRPef°Cepät terwjjjudnya visid g
i Sk

g progr
ppPGR seba

PrOW i loVatifteladan »O›££tif dan kabupaten goto lg• y £lg

diIndonesia.

Pasal3

Säsaran InovasiPDPGR diElTflhkan pada:

Pe*•°"°
xa

peningkatan kcsejqJjtppp p
t mnsyurokiit di scgillil bidnnfi mellllu'

pembert]qyonn öan pembangunan mnsyarakatS0C>*
t‘

danbcrkul;injutnn;

pelayan •

bcrkeadilan

c. pcnguatan praltarsa, krcasi, pro‹lul‹tfi nis, rlan inovosi yaos C/J42 J tan di

gotong ro3'ong paling iiioviitif di Indonesia.

Penyelen{;garaan lnovasi PDPGR,berr1as:i rkan princip-princip:

a. kcrjasama/ gotong royong

b. peningkatane fisiensi;

c. perbaikan efektivitas;

d. perbaikan kualitas pelayanan;

e. tidak ada konflik kepcntingan;

f. berorientasi kepada kcpentinganu mu m;

g. dilakukan secara tcrbul‹a;

h. memenuhi nilai-nilai kcpiitutnu tlari/ at att kcarifaFt loktll ma•j arakat;

i. dapat dipertanggungiawabkHn hil ilflyilt id‹Ik ¥ltlt rik kcpentingan diri sendiri;

j. imunitas; dan

k. koordinasi.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI PDPGR

Bagian Ilesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi

Pasal5

Bentuk Inovasi PDPGR:

. i£lOV£iSi tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;

b. inoVasi pelayanan publik dan/atau pelayanan sosial;
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Pasal6

(1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan desasebag
@_fl£l

dalamP Sa 5 htirufa merupakan inovasi dalamp US °=•Ij
e

•
e

fl

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang II1e1iputi toto S

intemal dala2jq pelaksan an fungsi manajemen dan penge1olaan 21S

manajemen.

(2) Inovasi pelayanan publik dan/atar pelayanan sosial sebagaim £t dimaks ld

dalam Pasal ö hurufb merupakan inovasi dalam penyediaan pelayan=

kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pe1ayan¡jIl barang/j£t•£L

publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik d6Tl ktan dalam

jenis dan bentuk pelayanan sosial dasar.

(3) Inovasi pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dilTl Said

dalam Pasal5 hurufc merupakan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan peran serta masyarakat yang meliputi proses dan hasil

pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peterrıakan, pendidikan,

kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bidang lainnya.

(4) Inovasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d

merupakan inovasi terutama dalam pelayanan, pemberdayaan dan

pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan masyarakat.

(S) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam PaSal 5 huruf e

merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan uru«an daerah

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi PDPGR

Pasal7

Kriteria inovasi PDPGR meliputi:

a. memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dj

pembangunan disegala bidangyang merata, berkeadilan d£Lw berkelanjj2t;3jj,

C.

b. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dariinovasi;

memberi manfaat bagi Dnerah dan/atau masyarakat;

d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada many
£tt

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarigan;
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Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi PDPGR

Pasal8

(1) Usulaninisiatif inovasi daerah PDPGR dapat berasal dafi'

a. Bupati/Wakil Bupati;

b. Pimpinan dan/atar anggota DPRD;

c. ASN;

d. pegawai BUMD

e.PerangkatDaerah/SKPD;

f. BUMD;

g. AGR Kecamatan

h. AGR Peliuk ;dan

i. Organisasi kemasyarakat; dan/atau Anggota/individu masyarakat.

j. Pemerintah Desa;

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilengkapi dengan proposal

inovasi PDPGR yang sekurang-kurarıgnya memuat:

a. jenis dan bentuk inovasi kegiatan PDPGR yang akan dikembangkan;

b. rancang bangun inovasi PDPGR dan pokok perubahan yang ij}t;3q

dilakukan;

c. tujuan dan sasaran inovasi PDPGR;

d. manfaat dan dampak yang akan diperoleh;

e. waktu ujicoba inovasi program/kegiatan PDPGRyang akandilaksankan;

dan

f. rencana kebutuharı anggaran, jika diperlukan.

Pasal9

(1) Inisiatif inovasi PDPGR yang berasal dari Bupati dan/atak Wakil Bup fty

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1} huruf a diSiaj3k n Oleh

Bupati/Wakil Bupati.

(2} Bupati dapat menunjuk Tim Inovasi untuk membantu penyusunan proposal

inovasi PDPGR.

(3) IniSİatif inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilengkapi dengan

PrOposal Inovasi PDPGR.
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W*nl rcncnnn penmmbnngiin Inovusi PDPGR sebagaim«na dimaksud

^ 3’•t (-1 *nfi Oleh tim innvnsi ynng dibentuk sccnra insidental.

TTIlflOVOSI 'i(•})ngnininnn ‹iimnksuil padn nyat (4Jdalam memb8h&Si1 lSl£fJ

no 'Hst PDPG£tdikooröinnsiltnn oleh PenunggungJnwab PDPoR dankepala

” "*tD**** 3’<£g m0mliidnngi penelitian dan pengemba1g+ ‘1

(1) Sctitlp fII'l t£t DPRD dnpnt

Pnsnl lO

menginisiasi inovasi kegiatan PDPGR.

(2) Inslotif irlOVRSl PDPGR yeng berasal dari DPRDsebagaimana dimaksud

pada nyoi g)dituangken delom usulan proposat inOVàSÍ PDPGR inisiatif

Rnggota DPRD.

(3) UStllnn proposat inovesi PDPGR inisiatif anggota DPRD sebagaimaYlà

0 DHt1 pada ayat (2) selnnjutnya dibahas dan ditetapkan O f*• Ht

kelengkapan DPRD.

(4) Usulan proposal inovasi PDPGR inisiatif anggota DPRD sebagaimana

dÍmaksud pada nyat {3), dibehas dan ditetapkan pimpinan DPRD dalam

Rapat Paripurna DPRD sebagai proposat inovasi PDPGR inisiatif DPRD.

(3) Dalam pengusulan, penyusunan, pengembangan dan pembahasan proposat

inovasi PDPGR inisiatif DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dari ayat (4) dapat dibentuk das dibantu tim khusus Inovasi

PDPGR Inisiatif DPRD dan/atau StafAhli DPRDyang bersifat insidentil.

(6) Pimpinan DPRD menyampaikan proposal Inovasi PDPGR yang telah

ditetapkan sebagai proposal inovasi PDPGR inisiatif DPRD kepada Bupati

(7) Bupati menetapkan proposat inovasi DPRD sebagai Inovasi Daerah sesuai

laporan hasil kajian, verifikasi, dan penilaian kelayakan proposat Inovasi

Daerah.

Pasal 11

(1) Inisiatif inovasi PDPGR yarıg berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal8 ayat (1) hurufc disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yi3jjg

menjadi atasannya disertai usulan proposal inovasi Daerah PDPGR »tue

mendapatkan izin tertulis.

(2) Usulan proposal inovasi PDPGR yang berasal dari ASN yang diSetujui dan

ditetapkan Pimpinan Perangkat Daerah, diajukankepada Bupati melalııi Tim

Penanggung Jawab PDPGR disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR.

(3) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang melakukan

verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Proposal Inovasi PDPGR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan layak atau tidak
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(5} Dalam halhasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3l

dinyatakan tidak layak, Tim Penanggung Jawab bersama Bappeda Litbang

memberikan alasaildan penjelasan, serta masukan danscan/rekomendasi

atasprOposal InovaSi PDPGR kepada ASN bersangkutan.

Pasal 12

(1) Inisiatif I£IOV SI PDPGR yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimarıa

dim Stld dalamP£¥Sa18 ayat (1) hurufd disampaikan dalam be£ltuk ISI

fO]3osal inovasi pegawai BUMD kepada pimpinan BUMD.

(2) Usulan proposal inovasi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajtlkan kepada Pimpinan BUMD dilengkapi dengan proposal InOVHSÎ

PDPGR

(3)Pimpinan BUMD melakukan verifikasi dan evaluasi, dan menetapkan usulan

(5)

proposal inovasi pegawai BUMD sebagai Inovasi PDPGR selanjutnya

diajukan kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR bersama

Balitbang-Bappeda dilengkapi dengan Proposal Inovasi PDPGR.

(4) Tim Penanggung Jawab PDPGR bersama Bappeda Litbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} melakukan verifıkasi dan evaluasi terhadap proposal

Inovasi PDPGRyang diajukan oleh pegawai BUMD, untuk menyatakan layak

atau tidak.

Dalam halberdasarkan hasil verifıkasi dan evaluasi sehagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinyatakan layak, Tim Penanggung Jawab PDPGR

menyampaikan kepada Bupati.

(6) Bupati menetapkan proposal inovasi pegawai BUMD menjadi inovasi PDPGR,

sesuai laporan hasil kajian, verifıkasi dan penilaian kelayakan Tim

Ahli/Inovasi PDPGR.

Pasal 13

(1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari Perangkat Daerahsebagaimana

dimaksud dalam Pasal8 ayat (U huruf d1SHHl]3aikan dalam bentuk usulan

proposal Inovasi PDPGR dariPerangkat Daerah.

(2) Usulan Proposal Inovasi dariPerangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada

ayat (U ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan diajukan kepada

Dipindai dengan CQ FFISCDFIFIPF



TimPenanes<ns la-ab

*‘*“ dan evaluasi.

PDPGR bersama Bappeda Litbang

(3) Dalam hal h££Sİl verifıkgg¡ dan e/' u£lSisebagaimana dim 5Ud p ida £ yat (2)

aJ › TÎIEt Penanggg¿jjqg J w b mengajuki3jq kepada Bup«

düen ka ide
1 P *allROVasİ PDPGR dariPerangkat Daeralı-

(-) '*• ' ‘e W Sud p da a3•at (3) menetapkan P° P°*
al InoV IS'

e gk t DaeralıSebagai lnOvasi PDPGR.

oioi,daidengancam#°°°°°'



(p) Tim PC'I I Wab PDPGR bersam£t Bappeda Lİtbang dan Tim

^"°/'
n
‘
V S

' ‘
el

*=*• <e<if1kasi dan evpju ı, dan menet££J2k
u

proposal inovaSİ AGR Peliuk sebagai Inovasi PDPGR selanjutnya diaJ

kepada Bupati melalui Penan8gung Jawab PDPGR dilengkapi dengan

Proposal InovasiPDPGR.

(4J Tim Penanggtlrg JawabPDPGR bersama Balitbang-Bappeda dan Tenaga

Ahli/TimIrıOVasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakupan ve Si

dan evaluasi terhadap prOposal Inovasi PDPGR yang diajuk oleh AGR

Peliuk, untuk menyatakan layakCLtau tidak.

(5) Dalom hal berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaim Sud

pada ayat (3) dinyatakan layak, Tim Penanggutyg JaWfib PDPGR

menyampaikan kepada Bupati.

(6) Bupati menetapkan proposal inovasi PDPGR yang diajukan AGR Peliuk:

menjadi inovasi PDPGR, sesuai laporan hasil kajian, verifikasi dan penilaian

kelayakan Tim Ahli/Inovasi PDPGR.

Pasal 16

(1) Inisİatif InOVEtiSi PDPGR yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana

‹dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11 hurufi disampaikan kepada Bupati

melalui Penanggunq Oawab PDPGR disertai dengan Proposal Inovasi PDPGR

yang disusun sesuai dengan kriteria Peraturan Daerah ini.

(2) Tim Penangggung Jawab bersama dengan Bappeda Litbang dan Tim Ahli

PDPGR melakukan evaluasi.

(3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan proposal Inovasi

dari anggota masyarakat sebagai Inovasi PDPGR

Pasal 17

(1) Inisiatif Inovasi PDPGR yang berasal dari pemerintahan desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (U huruf j, diSE12Tl]3OIkan ltepada Bupati

melalui Tim Penanggung Jawab PDPGR.

(2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk

proposal inovasi PDPGR Desa.

Tim Penanggung dawab PDPGR bersama denganBappeda Litbang dan Tim

Ahli PDPGR melakukan evaluasi.

Dalam halhasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

layak sebagai Inovasi PDPoR Desa, Tim Penanggung dawab menyamp ijjy

kepada Bupati.
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menetapk
5O]3OS ı

l v£lsi

Penetapan Inisiatif Inovasi PDPGR

Pasaîl8

(1) InovasiPDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan KeputuS Bup£ltisebagaimana dimaksud pad»py££t (1

ä. iTlisiatif inOVaSf PDPGR yang berasal dari Bupati, ÖÏ

c.

) uzztuJc:

setelah

dibahFtS dan dinyatakan layak oleh Tim Ahli/ITIOV SİPDPGR;

b. inisiatif inOVCtSi Daerah yang berasal dari P '
Ota DPRD’

dilalel2kan setelah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD danR P

DPRD, dan setelah diverifıkasi oleh Tim Ahli/Inovasi PDPGR;

ÎITİSİt inovasi PDPGR yang berasal dari ASN, pegawai &+ •

Perangkat Daerah, BUMD, AGR Kecamatan, AGR Peliuk dan organiS£tSİ

masyarakat/anggota masyarakat, pemerintahan desa dilakukan setelah

dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bupati berdasarkan laporan hasil

kajian evaluasi pelaksarlaan uji coba Inovasi Daerah oleh Tim

Penanggung Jawab bersama dengan Bappeda Litbang dan Tim

Ahli/Inovasi PDPGR.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-

kurangnya memuat:

a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi PDPGR;

b. bentuk inovasi PDPGR;

c. rancang bangun inovasi PDPGR danpokok perubaharı yang dituju dan

akan dilakukan

d. tujuan inovasi PDPGR;

e. manfaat yang diperoleh;

f. metode dan ujicoba penerapan inovasi PDPGR; dan

g. rencana anggaran, jika diperlulkan

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dij£ldikaD dasar

untuk melaksanakaıı ujicoba penerapan inovasi PDPGR.
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(3) Selam£ masa uji cobasebagaimana dimaksud padaay£lt (2l. “”“

p£daPerartgkat Daerah yang dipilih Sebagai labOYfltOFl qj¡ COb depat

menerapkan tata laksana yang berbeda dengnri jag dlatur dÄ

peraturan perundang-undangan, kecuali terh8d£l,› »a ,-ang dapat

membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan anusia dan

(4) Pelaksana lnovasi PDPGR menyampaikan laporan secara berkala

pelaksanaan ujicoba Inom asi PDPGR kepada Tim Penan oMI2g J£nAmb

PDPGR.

Pa ?0

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi PDPGR harus didokmmeniasikan oleh

pelaksana Inovasi PDPGR untuk menilai perkembanqan dan keberhasilan

setiap tahap pelaksariaan ujicoba Inom asi PDPGR.

(2)Pelaksana Inovasi PDPGR seba3aimama dimaksud pada ax-at (1)

menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi

PDPGR kepada Tim Penan‹ ung Jayab PDPGR.

(3) Selama masa ujicoba, pelaksana Inovasi PDPGR dapat melaLmkan

penyesuaian rancanp bangun Inovasi PDPGR unttik menghasilkan mot asi

PDPGR yang diinginkan.

(4) Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3} melaLukan

evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan ujicoba lnox•asi

PDPGR.

(5) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan ujicoba InovaSi PDPGR sebagaim ä

dimaksud pada ayat (2), disampaikan Tim Penan =ungJacob PopnR

kepada Bupati.

(6) Dalam hal ujicoba Inovasi PDPGR tidak berhasil, pelaksana lnovasi

PDPGR menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan

melaporkan kepada kepala Tio Penanggung Ja»ab PDPGR.
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tanpa melalui ujiCOba Inovasi PDPGR.

BAB VI

PENERAPAN

INOVASI PDPGR

Pasal 22

(1) Inovasi PDPGR yang melalui ujicoba sebagaimana dimaksud dalam £1S

19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam PRSFII2 1

diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Penerapan hasil Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi PDPGR yang

mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada

masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan

belanja Daerah; atau

b. Peraturan Bupati, untuk penerapaii Inovasi Daerah yang berkaitan

dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak

mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada

masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan

belanja Daerah.

(3) Hak kekayaan intelektual atas Irıovasi PDPGR menjadi miıikp
e e

Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

(4) Haki sebagaimarıa dimaksud pada ayat3 di daftetfkarlSeSuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penerapan Inovasi PDPGR dapat dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri

terkait dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangankang berlaku.

(6) Laporan penerapan Inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

paling sedikit meliputi:

a. cara melakukan Inovasi PDPGR;

b.dokumentasi bentuk Inovasi PDPGR;

c. hasil Inovasi PDPGRyang akan dicapai.
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Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan lnOV£l5: PnPGR
dapat

dijadikar{ rujukan bagiPerangkat Daerah lainnya.

(2} Desa yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadik J•*•£l

bagi DCsa/Kelurahan lainnya

(3) AGR Kecamatan dan AGR Peliuk yang berhasil menerapkan Jf*OV S

PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi AGR Kecamatari danAoR Peliuk

lainriya.

(4) Organisasi kemasyaratan/kelompok masyarakat yang berhasil

menerapkan Inovasi PDPGR dapat dijadikan rujukan bagi POSyaridu

Gotong Royong lainnya.

(5) Posyandu Gotong Royong yang berhasil menerapkan Inovasi PDPGR dapat

dijadikan rujukan bagi Posyandu Gotong Royong lainnya.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Tim Penanggung Jawab PDPGR, Bappeda Litbang, dan Tim Ahli/lnovasi

PDPGR melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Inovasi PDPGR.

(2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimakSUd ada ayat (1),

dapat mengikutsertakan SKPD lain, akademisi dan unsur profesional

lainnya.

(3) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi PDPGR sebagaim ££

dimaksud pada ayat (1} digunakan Bupati untuk memberikan

penghargaan dan/atau Insentif kepada pemenang InovasiPDPGR.

Pasal 26

(1) Untuk menghargai dan mendukung usaha semua pihak dalEl2Ti melakukan

Inovasi PDPGR, Bupati memberikan Penghargaan InovasiPDPGR atau

Innovatiue otonp fioyony Award.
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d.Kelurahan Gotong Royong terinovatif;

e. SIIPD Otong Royong terinovatif;

f. Agen Gotong Royong Kecamatan terinovatif;

g. Ap•en Gotong Royong Peliuk terinovatif;

h. Organisasi sosial kemasyaratan/kelompok masyarg]££tt g«to» r y• 'g

terinovatif;

i. individu/warga masyarakat gotong royong terinovatif;

j. PKK Inovative dan

k. kategori lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} setiap tah}Jl dH11

diberikan atas keberhasilan penerapan Inovasi PDPGR.

(5} Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai

dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk

piagam penghargaan, piala/dan atau penghargaan dalam bentuk

lainnya, seperti insentif kepada Perangkat Daerah/Desa.

(6) Dalam hal Inovasi PDPGR diusulkan oleh ASN atau Pegawai BUMD,

pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 27

SKPD yang membidangi urusan tertentu dapat memberikanpe£lghargaan

dan/atau insentif kepada AGR dan/atau masyarak£¥t gang berhasil

mengembangkan Inovasi PDPGR sesuai dengan uru•an/ bfd£t22g¿yyq
Set 2

}¿jjq

berkoordinasi dengan Bupati.

BAB VIII

INFORMASI INOVASI PDPGR

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Inovasi PDPGR

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi PDPGR.

16

Dipindai dengan Ca mscanner



(2) Informasi Ino

untuk
PDPGR seba

meningkatk kiT¡e
peningkatanpelay£tp ,

daya saing produksi

(1) Data üan t ormasi

Gotong Royong,

Gotong Royong.

(2)Inforroasi

(*)

dalam

pemberdayaan,
barang

8 cana

tja

dilTıakSud pada ayat (1) bertuju

pCnyelenggaraan pemerintahan daerah›

pembangunan dan peningka2

dan/atau jasa.

Pasal 29

ÎTIOV Sİ PDPGR disediakan mulai tingkat PosyaTldtl

eSa/Ke1urahan, Posko Gotong Royong dan M

InovasiPDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dikelola

sistem Informasi PDPGR.

ÜeÛÎ£f)3 ÎTlOV£fSJ yangdihasilkan wajib dilaporkan kepada Tim penan B

Jawab PDPGR dan perangkat daerah yang membidangi penelitİ&n

pe lgembHılgan <e1a1ui Sistem Irıformasi Inovasi PDPGR.

BağanKedua

PenyebwanInovasiDaerah

PasM30

dan

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan penyebararl

terhadap penerapan Inovasi PDPGR.

(2) Penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat1 meliputi:

a.Inovasi pembaharuan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunari

dalam PDPGR;

b.Inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi PDPGR

(3) Penyebaran terhadap penerapan inovasi PDPGR sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a,dapat dilakukan antara lain dengan cara:

a. replikasi;

b. seminar;

c. diseminasi;

d. lokakaiya;

e. penerbitan buku inovasi;

f. publikasi media;

g. pameran;

h. forum inovator; dan

i. pengelolaan jaringan inovasi.

(4) Penyebaran terhadap penerapan inovasi sebagaimana dimaksod pCtda ayat
(2) hurufb,dapat dilakukan antara lain dengan cara:

a. diseminasi;

b. jurnal ilmiah;

c. seminar;

d. workshop;

e. simposium;

f. lokakarya;

g. penerbitan katalog;

h. publikasi media;

i. Pameran; dan

j. Replikasi.
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BAB X

PENDANAAN

Pasal 32

(1) Kegiatan Inovasi PDPGR yang sudah ditetaplrarı olehBupati sebagaimHll6l

dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 dituangkan daıam rencana keja

Pemerintah Daerah dan dianggarkan dam angg an pendapatan dan

belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Dalam halkegiatan Inovasi PDPGR belum tertuaTlg dalam rencana kerja

Pemerintah Daerah dan belum dianggarkari dalam anggaran pendapatafi

dan belanja Daerah tabun berjalan, kegiatan InoVfiSi fioPGR dituangkan

dalam perubahan rencana ke a Pemerintah Daerah dan diallggHfREi-ri

dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubah&n tahun

berjalan.

Pasal 33

a. Penganggaran kegiatan Inovasi PDPGR dalam anggaran pendapatan dan

belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dianggarkan pada

Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi PDPGR.

b. Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan angg t k

kegiatan Inovasi PDPGR tetapi kegiatan Inovasi PDPGR dinyatakan tidak

berhasil, alokasi anggaran Inovasi PDPGR tidak diberikan äd tunn

anggaran berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku, Inovasi PDPGR yang telah

£lda tetap dinyatakari oebagai Inovasi PDPGR oepanjangmemenuhi kriteria

dalam Peraturan Bupati ini.
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